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ABSTRAK
Informasi Artikel: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam
Terima: 14-03-2026 meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program
Revisi: 21-03-2026 permakanan di Kabupaten Cianjur. Permasalahan anak terlantar sebagai
Disetujui: 07-04-2026 bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih

menjadi isu krusial di daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan
dasar seperti pangan dan gizi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan
pihak Dinas Sosial dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji
menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
pemerintah telah berjalan cukup efektif dilihat dari tiga indikator utama,
yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Pemerintah telah
menyediakan bantuan permakanan sebagai bentuk pemenuhan
kebutuhan dasar, menetapkan regulasi yang mendukung pelaksanaan
program, serta mendorong peningkatan kesejahteraan anak terlantar.
Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti belum
meratanya distribusi bantuan, kurangnya pembinaan terhadap LKS,
serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum menguasai
teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan,
peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi sistem distribusi
bantuan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kesejahteraan Sosial, Program
Permakanan, LKS.

ABSTRACT
This study aims to analyze the role of the government in improving the social
welfare of neglected children through the food assistance program in Cianjur
Regency. The issue of neglected children, as part of the Social Welfare Problems
(PMKS) category, remains a critical concern at the local level, particularly in
fulfilling basic needs such as food and nutrition. This research employs a
descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-
depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected
using purposive sampling, involving officials from the Social Affairs Office and
managers of Social Welfare Institutions (LKS). Data analysis was conducted
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through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing,
while data validity was ensured through triangulation. The results indicate that
the government’s role has been relatively effective, as reflected in three main
indicators: facilitator, requlator, and catalyst. The government has provided
food assistance as a means of fulfilling basic needs, established regulations
supporting program implementation, and promoted the improvement of social
welfare among neglected children. However, several challenges remain,
including uneven distribution of assistance, limited institutional guidance for
LKS, and insufficient human resources with adequate information technology
skills. Therefore, strengthening policy frameworks, enhancing institutional
capacity, and optimizing the distribution system are necessary to ensure that
the program operates more effectively and sustainably.

Keywords: Government Role, Social Welfare, Food Assistance Program,
Social Welfare Institutions.

PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi isu strategis dalam pembangunan di
negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kenyataannya masih terdapat kelompok rentan yang
belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya secara layak. Salah satu kelompok tersebut adalah
anak terlantar, yang termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Anak terlantar merupakan individu yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan
dasar secara memadai, baik dari aspek fisik, mental, sosial, maupun emosional akibat kondisi
keluarga, ekonomi, atau lingkungan yang tidak mendukung (Bharoto et al., 2020).

Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin
kesejahteraan anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menjalankan fungsi
sosialnya. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran sentral dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak
terlantar.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut adalah
melalui program permakanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Program ini bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar, khususnya dalam aspek pangan dan gizi,
sebagai fondasi utama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Keberadaan program ini tidak
hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Namun demikian,
implementasi program permakanan di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Permasalahan seperti distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia,
kurangnya pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta adaptasi terhadap
sistem berbasis teknologi menjadi hambatan dalam optimalisasi program (Achmad, 2021;
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Nikmabh, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang
dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat juga tidak terlepas
dari permasalahan tersebut. Masih ditemukannya anak terlantar yang membutuhkan perhatian
khusus menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum sepenuhnya optimal. Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menjadi mitra pemerintah memiliki peran penting dalam
menjangkau anak-anak tersebut, namun masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan
sumber daya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap peran pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan.
Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sejauh mana program tersebut berjalan, tetapi juga
mengkaji efektivitas peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam
konteks implementasi kebijakan sosial. Selain itu, penelitian ini menjadi relevan untuk
memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas program, memperbaiki tata
kelola distribusi bantuan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan LKS.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta
kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan
berkelanjutan dalam menangani permasalahan anak terlantar.

LANDASAN TEORI
Peran Pemerintah

Peran pemerintah merupakan konsep penting dalam kajian ilmu pemerintahan dan
kebijakan publik, yang merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan negara (Ngongira & Iriani,
2020)(Setiadi et al., 2025). Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari
kedudukan (status), yang berarti ketika seseorang atau lembaga menjalankan hak dan
kewajibannya, maka ia sedang melaksanakan perannya (Humaidi, 2022). Dalam konteks
pemerintahan, peran tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, serta pelayanan
publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ciciria et al., 2021)(Setadi et al.,
2026).
Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui
berbagai fungsi yang dijalankannya (Wahidah, 2018). Ryaas Rasyid dalam Thariq et al. (2023)
menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan (service),
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Fungsi pelayanan berkaitan
dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, fungsi pemberdayaan bertujuan
meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, sedangkan fungsi pembangunan
diarahkan pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dalam kajian yang lebih operasional, Gede Diva dalam Jaelani dan Fidaris (2024)
mengemukakan bahwa peran pemerintah dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu
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sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan
berbagai sarana, prasarana, dan bantuan yang diperlukan masyarakat, termasuk dalam bentuk
program sosial seperti bantuan permakanan. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan,
kebijakan, dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan program agar berjalan secara tertib, adil,
dan efektif. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah berperan dalam mempercepat proses
perubahan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga terkait.

Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai
penyedia layanan, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong perubahan sosial. Dalam konteks
penelitian ini, peran pemerintah menjadi variabel utama yang menentukan keberhasilan
program permakanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar. Oleh karena itu,
analisis terhadap peran pemerintah menjadi penting untuk memahami sejauh mana fungsi-
fungsi tersebut telah dijalankan secara optimal.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai
aspek kehidupan manusia, baik material, spiritual, maupun social (Ribanszki et al., 2022). Secara
umum, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar
individu sehingga mereka dapat hidup secara layak dan berfungsi secara optimal dalam
masyarakat (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan
diri.

Menurut Walter A. Friedlander dalam Andari (2020) menyatakan bahwa kesejahteraan
sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi yang
dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup yang
memadai. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab
individu, tetapi juga merupakan hasil dari intervensi sosial yang dilakukan oleh negara dan
masyarakat. Sementara itu, Arthur Dunham dalam Habibullah (2020) menyatakan bahwa
kesejahteraan sosial mencakup kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pelayanan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan masalah sosial.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bersifat preventif sekaligus kuratif,
yaitu mencegah terjadinya masalah sosial serta mengatasi masalah yang telah terjadi.

Dalam praktiknya, kesejahteraan sosial mencakup berbagai bidang seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam
memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan tersebut (Barbosa,
2024). Dalam konteks anak terlantar, kesejahteraan sosial menjadi sangat penting karena
kelompok ini memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri (Zaradiva
& Megawati, 2023). Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari aspek
ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya secara
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optimal. Oleh karena itu, program-program pemerintah seperti bantuan permakanan menjadi
salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat
yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu
memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Lende et al., 2021). PMKS mencakup individu,
keluarga, atau kelompok yang menghadapi masalah sosial akibat faktor ekonomi, sosial, budaya,
maupun lingkungan. Keberadaan PMKS menjadi indikator adanya ketimpangan sosial yang
memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah. Menurut Kementerian Sosial Republik
Indonesia, PMKS terdiri dari berbagai kategori, seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia
terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya (Lende et al., 2021). Salah satu
karakteristik utama PMKS adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara
mandiri, sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar, baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perspektif teori kesejahteraan sosial, PMKS merupakan kelompok yang menjadi
sasaran utama dalam kebijakan sosial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan
pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada kelompok ini agar dapat meningkatkan
kualitas hidupnya (Habibullah, 2020). Program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi
sosial, dan pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan PMKS (Handayani, 2020). Anak terlantar sebagai bagian dari PMKS
memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena mereka berada pada fase perkembangan yang
membutuhkan perhatian khusus. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak
menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial seperti kekerasan, eksploitasi, dan
keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Ogunkan, 2023).

Dengan demikian, penanganan PMKS memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
terintegrasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan
masyarakat. Dalam penelitian ini, PMKS menjadi konteks utama dalam melihat bagaimana peran
pemerintah melalui program permakanan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial
anak terlantar.

Program Permakanan sebagai Kebijakan Sosial

Program permakanan merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak
terlantar. Program ini biasanya berupa pemberian bantuan makanan atau dana untuk
pemenuhan kebutuhan pangan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh
pemerintah (Nikmah & Rahaju, 2021).

Dalam perspektif kebijakan publik, program permakanan termasuk dalam kategori
bantuan sosial (social assistance) yang bersifat langsung dan berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan dasar (Hudang & Rewa, 2024; Nikmah & Rahaju, 2021). Program ini menjadi bagian
dari fungsi redistribusi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program permakanan sangat bergantung pada beberapa
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faktor, antara lain ketepatan sasaran, efektivitas distribusi, transparansi pengelolaan, serta
kapasitas kelembagaan pelaksana (Caminada et al.,, 2020; Kakwani et al., 2021). Selain itu,
dukungan regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa
program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Program permakanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup anak

terlantar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi dasar bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, anak-anak diharapkan dapat
memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta kemampuan belajar yang optimal (Andriani et
al., 2021; Fatkuriyah & Sukowati, 2022).
Namun, dalam implementasinya, program ini sering menghadapi berbagai tantangan seperti
keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, serta kurangnya koordinasi antar
lembaga(Rochana et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
agar program dapat berjalan lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Nahlati et
al., 2023), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Pendekatan ini
dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik berdasarkan perspektif
informan di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai
instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih
informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program
permakanan, seperti pegawai Dinas Sosial dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi guna
memperoleh data yang komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
sumber dan metode. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas
yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai peran pemerintah dalam
program permakanan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten
Cianjur telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
anak terlantar melalui program permakanan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan
bantuan kebutuhan dasar berupa makanan bagi anak terlantar yang berada di bawah naungan
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Bantuan tersebut diberikan secara berkala dengan tujuan
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untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian anak-anak. Selain itu, pemerintah juga
memberikan kemudahan akses bagi LKS dalam mengajukan bantuan melalui sistem administrasi
yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, pemerintah turut memberikan informasi dan
sosialisasi terkait mekanisme pengajuan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah
berupaya memfasilitasi lembaga sosial agar dapat mengakses program secara optimal. Hal ini
sejalan dengan konsep peran fasilitator yang dikemukakan dalam penelitian Jaelani dan Fidaris,
(2024), di mana pemerintah seharusnya menyediakan sarana, prasarana, dan bantuan sosial untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat..

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran fasilitator ini belum
sepenuhnya optimal. Masih terdapat LKS yang belum mendapatkan bantuan secara merata,
terutama yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi atau teknologi. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
Jika dikaitkan dengan teori Gede Diva dalam Jaelani dan Fidaris (2024), peran fasilitator
seharusnya tidak hanya sebatas penyediaan bantuan, tetapi juga mencakup pembinaan dan
pendampingan kepada lembaga penerima manfaat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan
intensitas pembinaan agar seluruh LKS memiliki kapasitas yang sama dalam mengakses
program.

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Dalam aspek regulator, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan
yang mengatur pelaksanaan program permakanan. Regulasi ini mencakup prosedur pengajuan
bantuan, kriteria penerima, mekanisme penyaluran, hingga sistem pelaporan dan evaluasi
program. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola program yang
transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang
diterapkan oleh pemerintah terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan
kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan
efektivitas program melalui perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Namun, perubahan
regulasi yang cukup dinamis justru menjadi tantangan bagi sebagian LKS. Tidak semua lembaga
mampu mengikuti perkembangan kebijakan, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya
manusia dan akses terhadap informasi. Akibatnya, beberapa LKS mengalami keterlambatan atau
bahkan tidak dapat mengakses bantuan karena tidak memenuhi persyaratan administratif
terbaru.

Dalam perspektif teori, peran regulator menurut Ryaas Rasyid dalam Thariq et al. (2023)
menekankan pentingnya stabilitas dan kejelasan kebijakan agar dapat diimplementasikan secara
efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan regulasi disertai
dengan sosialisasi yang memadai agar dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator terlihat dari upaya dalam mendorong peningkatan
kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan. Program ini tidak hanya
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berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mempercepat
peningkatan kualitas hidup anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program permakanan memberikan dampak positif
terhadap kondisi anak terlantar, khususnya dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan dasar.
Anak-anak yang menerima bantuan memiliki asupan makanan yang lebih terjamin, sehingga
mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, peran katalisator pemerintah
masih belum maksimal dalam hal pemberdayaan LKS. Pemerintah belum secara optimal
memberikan pembinaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam
mengelola program dan mengembangkan layanan sosial. Akibatnya, program permakanan
cenderung bersifat bantuan konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian
lembaga.

Menurut teori Gede Diva, peran katalisator seharusnya mampu mempercepat perubahan
sosial melalui pemberdayaan dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih
komprehensif untuk menjadikan program permakanan sebagai bagian dari upaya
pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Hal ini mengonfirmasi temuan dalam penelitian
Andriani et al. (2021) serta Fatkuriyah & Sukowati (2022) yang menyatakan bahwa pemenuhan
gizi melalui bantuan pangan secara strategis meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan
belajar anak
Hambatan dalam Pelaksanaan Program Permakanan

Pelaksanaan program permakanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak
terlantar di Kabupaten Cianjur masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural
maupun teknis. Salah satu hambatan utama adalah belum meratanya distribusi bantuan kepada
seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini menyebabkan masih adanya anak terlantar
yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program. Ketimpangan distribusi ini dipengaruhi oleh
keterbatasan data yang belum sepenuhnya akurat serta kendala dalam proses verifikasi penerima
bantuan. Kondisi ini selaras dengan tantangan implementasi program sosial yang diidentifikasi
oleh Achmad (2021) dan Nikmah (2023), di mana distribusi yang tidak merata dan kendala sistem
berbasis teknologi masih menjadi penghambat utama optimalisasi program di berbagai daerah

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat LKS juga menjadi kendala
signifikan. Banyak pengelola LKS yang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam
mengoperasikan sistem berbasis teknologi, terutama dalam proses administrasi dan pelaporan
program. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengajuan maupun pencairan bantuan.
Hal ini merupakan isu krusial dalam kebijakan sosial modern yang menuntut digitalisasi,
sebagaimana ditekankan oleh Nikmah (2023) mengenai hambatan adaptasi sistem berbasis
teknologi. Hambatan lainnya adalah kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah
kepada LKS. Minimnya kegiatan pelatihan menyebabkan kapasitas kelembagaan tidak
berkembang secara optimal. Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi yang cukup cepat juga
menimbulkan kesulitan bagi LKS dalam menyesuaikan diri. Secara keseluruhan, hambatan-
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hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program masih memerlukan perbaikan
dalam aspek tata kelola, sumber daya, dan koordinasi antar pihak terkait.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah melalui Dinas Sosial
Kabupaten Cianjur telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan program permakanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan sistem
pendataan penerima bantuan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem
pendataan yang lebih terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan
merata. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi secara berkala kepada LKS terkait
mekanisme program, termasuk prosedur pengajuan, persyaratan administratif, dan perubahan
regulasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan LKS dalam
mengakses program secara optimal.

Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah
dengan LKS sebagai mitra pelaksana. Melalui koordinasi yang lebih intensif, diharapkan
berbagai kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Pemerintah
juga mulai mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, meskipun masih
perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut
menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program permakanan.
Namun demikian, diperlukan langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar program
dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan
anak terlantar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam program permakanan

telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya
kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.
Dalam perspektif teori, peran sebagai fasilitator dan regulator telah dijalankan dengan cukup
baik, namun peran sebagai katalisator masih perlu diperkuat. Pemerintah perlu beralih dari
pendekatan yang bersifat bantuan (charity) menuju pendekatan pemberdayaan (empowerment)
agar program memiliki dampak jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan program
permakanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh kemampuan
pemerintah dalam mengelola program secara efektif, melibatkan berbagai pihak, serta
memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar melalui program permakanan di Kabupaten
Cianjur telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Peran pemerintah sebagai
fasilitator terlihat dari upaya penyediaan bantuan permakanan untuk memenuhi kebutuhan
dasar anak terlantar. Sebagai regulator, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan
mekanisme pelaksanaan program guna memastikan penyaluran bantuan berjalan secara tertib
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dan tepat sasaran. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah telah berupaya mendorong
peningkatan kesejahteraan anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti distribusi bantuan
yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),
kurangnya pembinaan dan pendampingan, serta dinamika perubahan regulasi yang cukup
cepat. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut telah dilakukan melalui perbaikan
sistem pendataan, sosialisasi program, dan peningkatan koordinasi, meskipun masih
memerlukan penguatan lebih lanjut.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola program, penguatan
kapasitas kelembagaan, serta konsistensi kebijakan agar program permakanan dapat
memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial anak terlantar.
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